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P U T U S A N

Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara pada

tingkat  pertama  dalam  sidang  Majelis  Hakim  telah  menjatuhkan  putusan

sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, di Kab.Halmahera Utara, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, di Kab. Halmahera Utara, sebagai  Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa  Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal  06

Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada

tanggal  10  Oktober  2022  dengan  register  perkara  Nomor

XXX/Pdt.G/2022/PA.MORTB., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2001, Penggugat dan Tergugat telah

melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan  XXX, sebagaimana sesuai

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 08 September 2001; 

2. Bahwa  setelah  menikah,  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  berpindah-

pindah terkadang di rumah orang tua Tergugat dan kadang di rumah orang

tua  Penggugat,  selama  1  Tahun  dan  sudah  di  karunia  3  orang  anak,
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masing-masing bernama,  Nama Anak 1,  laki-laki,  usia  20  tahun,  Nama

Anak 2, laki-laki, usia 17 tahun, dan Nama Anak 3, laki-laki, usia 12 tahun;

3. Bahwa  sejak  Agustus  2014  keadaan  rumah  tangga  Penggugat

dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :    

3.1. Bahwa  sejak  April  2002  Tergugat  melakukan  tindakan

kekerasan  dalam  rumah  tangga  yaitu  menganiyaya  Penggugat

dengan cara memukuli  badan Penggugat sampai lebam dan luka,

Adapun  penyebab  Tergugat  melakukan  penganiayaan  tersebut

adalah Cemburu yang berlebihan ;  

3.2. Bahwa sejak Desember 2001 hubungan antara Penggugat

dan Tergugat  mulai  tidak  harmonis,  sering  terjadi  peselisihan dan

pertengkaran yang di sebabkan oleh Tergugat pergi berbulan-bulan

meninggalkan  Penggugat  dan  anak-anak,  Tergugat  juga

berselingkuh dengan perempuan lain;  

4. Bahwa puncak  perselisihan  dan  pertengkaran  terjadi  pada  November

2014 Tergugat memukul Penggugat di bagian mata sampai mengeluarkan

darah,  Tergugat  juga  sudah  memiliki  hubungan  pernikahan  dengan

perempuan  lain  yang  bernama  XXX dan  sudah  mempunyai  anak  dari

perempuan  tersebut,  kemudian  setelah  berpisah  dengan  Penggugat,

Tergugat sudah   tidak pernah memberikan nafkah  baik  lahir

maupun    batin kepada   Penggugat;  

5. Bahwa  pihak  keluarga  telah  berusaha  memberi  nasehat,  akan  tetapi

tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena

Tergugat  sudah  tidak  mempunyai  i'tikad  baik  lagi  untuk  menjalankan

kehidupan rumah tangga;  

6. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor XXX;  

Bahwa  berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  di  atas,  Penggugat  mohon

kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai cq. Majelis Hakim yang memeriksa

perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : 

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;  
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2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);  

3. Membebankan biaya perkara ini pada Dipa Pengadilan Agama Morotai;  

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono); 

Bahwa  sehubungan  dengan  permohonan  Penggugat  untuk  berperkara

secara  cuma-cuma,  Ketua  Pengadilan  Agama  Morotai  telah  membuat

penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.MORTB, tanggal 10 Oktober 2022;

Bahwa pada hari-hari  sidang yang telah ditetapkan,  Penggugat  datang

menghadap  sendiri  di  persidangan,  sedangkan  Tergugat  tidak  datang

menghadap  dan tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap sebagai

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan

yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa  Majelis  Hakim  telah  berupaya  menasehati  Penggugat  agar

kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dengan rukun, namun tidak

berhasil;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup

untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang

maksudnya  tetap  dipertahankan  oleh  Penggugat  akan  tetapi  isinya ada

perubahan, yaitu :perubahannya pada posita angka 3 bahwa sejak 2005 tidak

harmonis disebabkan karena: 3.1, Tergugat melakukan tindak kekerasan yaitu

menganiyaya Penggugat sampai lebam dan luka disebabkan kerena Tergugat

cemburu; 3.2.Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan bernama XXX

hingga menikah dan menghapus posita angka 4;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan

alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1.   Fotokopi  Kartu  Tanda Penduduk Nomor  XXX atas  nama Penggugat

yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara tanggal

05 Desember  2012 Bukti  tersebut  telah  bermeterai  dan dinazegelen
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serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi

tanda bukti P.1; 

2.   Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang diterbitkan oleh Kantor

Urusan  Agama  Kecamatan  XXX,  Kabupaten  Maluku  Utara,  Provinsi

Maluku, tanggal  08 September 2001. Bukti  tersebut telah bermeterei

dan dinazzagelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua

Majelis memberi tanda bukti P.2;

B. Bukti Saksi.

Saksi  pertama,  di  bawah  sumpah  memberikan  keterangan  yang  pada

pokoknya sebagai berikut :

 Bahwa,  saksi  mengenal  Penggugat  dan Tergugat  karena

saksi adalah adik sepupu Penggugat; 

 Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat

adalah suami isteri; 

 Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat

menikah; 

 Bahwa  setelah menikah  Penggugat  dan  Tergugat

bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa XXX, pindah lagi

ke  rumah orang tua  Penggugat  di  Desa XXX dan pindah lagi  di  kali

seratus terakhir di Kompleks PAM sampai sekarang; 

 Bahwa Penggugat dan Tergugat  sudah dikaruniai  3 (tiga)

orang anak, saat saat ini dalam asuhan Penggugat; 

 Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

pada  awalnya  rukun  dan  harmonis,  namun  sejak  6  tahun  yang  lalu

rumah  tangga  mereka  tidak  harmonis  lagi  karena  sering  terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

 Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran

Penggugat  dan  Tergugat  adalah karena  Tergugat  tidak  pernah

memberikan nafkah kepada Penggugat; 

 Bahwa Tergugat juga sering memukul Penggugat;

 Bahwa saksi  melihat  Tergugat  memukul  Penggugat  tetapi  tidak

ingat tahun berapa kejadiannya;
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 Bahwa  saksi  lebih  dari  3  (tiga)  kali  melihat  Tergugat  memukul

Penggugat;

 Bahwa saksi melihat Tergugat dengan wanita lain tinggal bersama

di XXX bahkan sudah memiliki anak;

 Bahwa  Tergugat  pernah  pergi  meninggalkan  Penggugat

akan tetapi masih kembali lagi kepada Penggugat; 

 Bahwa  yang  terakhir  ini  Penggugat  dan  Tergugat  sudah

pisah  tempat  tinggal  sejak  Agustus  2017  sampai  sekarang  sudah

berjalan 5 tahun 2 bulan; 

 Bahwa  yang  meninggalkan  tempat  kediaman  bersama

adalah Penggugat; 

 Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Komplesk PAM Desa XXX,

sedangkan Tergugat di XXX rumah orang tuanya;

 Bahwa  selama  berpisah  Penggugat  dan  Tergugat  sudah

tidak pernah   lagi berkomunikasi;  

 Bahwa  saksi  pernah  menasihati Penggugat,  namun tidak

berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi; 

Saksi  kedua,  di  bawah  sumpah  memberikan  keterangan  yang  pada

pokoknya sebagai berikut :

 Bahwa,  saksi  mengenal  Penggugat  dan  Tergugat  karena  saksi

adalah kakak Penggugat; 

 Bahwa saksi  tidak hadir pada saat Penggugat dan

Tergugat menikah di Sidangoli; 

 Bahwa  setelah menikah  Penggugat  dan  Tergugat

bertempat tinggal di  Ternate lalu pindah ke XXX dan pindah lagi ke XXX,

Tobelo hingga sekarang; 

 Bahwa Penggugat dan Tergugat  sudah dikaruniai  3 (tiga)

orang anak, saat saat ini dalam asuhan Penggugat; 

 Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

pada awalnya rukun dan harmonis,  namun sekarang ini rumah tangga

mereka  tidak  harmonis  lagi  karena  sering  kali  Tergugat  memukul

Penggugat sampai mengeluarkan darah di wajah dan badan Penggugat;
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 Bahwa  perselisihan  dan  pertengkaran  Penggugat  dan

Tergugat terjadi  sejak anak pertama Penggugat  dan Tergugat  masi  di

bangku Sekolah Dasar; 

 Bahwa  penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan

Tergugat  adalah  Tergugat  sering  ringan  tangan  dan  suka  memukul

Penggugat hingga menelanjangi Penggugat;

 Bahwa melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak dua

kali;

 Bahwa saksi ketika tahu ada pertengakaran dan hendak bertanya

kepada Tergugat akan tetapi Tergugat kabur ketika mau ditanya;

 Bahwa saksi melihat Tergugat memukul Penggugat, dua kali;

 Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal

Penggugat  tinggal  di  Desa  XXX  sedangkan  Tergugat  tinggal  di  XXX

bersama Istri keduanya bernama XXX;  

 Bahwa  saksi  pernah  berulang-ulang  kali  menasihati

Penggugat,  namun tidak  berhasil  karena  Penggugat  tidak  mau rukun

lagi; 

Bahwa  atas  keterangan  para  saksi  tersebut,  Penggugat  menyatakan

menerima dan  membenarkan  dan  selanjutnya  Penggugat  menyatakan  tidak

akan  mengajukan  apapun  lagi  di  persidangan  dan  mengajukan  kesimpulan

secara  lisan  yang  pokoknya  tetap  dengan  gugatannya  agar  dapat  bercerai

dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu

yang tercantum dalam berita  acara  persidangan perkara  ini  sebagai  bagian

yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan

dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Morotai, maka

berdasarkan  ketentuan  Pasal  49  ayat  (1)  dan  73  ayat  (1)  Undang-undang
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Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan

Agama Morotai  berwenang  untuk  memeriksa,  memutus,  dan menyelesaikan

perkara ini;

Menimbang,  bahwa  selama  persidangan  hanya  Penggugat  yang  hadir

sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi

di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat tidak  hadir  di  persidangan

meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  dan  tidak  ternyata  tidak

hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat

harus dinyatakan tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa

hadirnya Tergugat.  Oleh karena itu, gugatan tersebut harus diperiksa secara

verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal yang berdasarkan Pasal 149 Ayat (1)

R.Bg. dan dalil syar'i : 

Artinya  :  “  Seseorang  yang  dipanggil  Hakim  (Pengadilan)  tidak  datang,  ia

dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul

Qur-an II : 405) ;

Menimbang,  bahwa  dalam  persidangan  tertutup  untuk  umum,

Penggugat lebih dulu membacakan gugatannya, dan secara lisan Penggugat

menyampaikan  perubahan  pada  nama  Penggugat,  dan  memberikan

keterangan tambahan pada positanya.  Atas perubahan dalam surat  gugatan

tersebut,  Majelis  Hakim  menilai  isinya  secara  nyata  tidak  menimbulkan

perubahan  materiil  karena  pada  pokoknya  perubahan  tersebut  memperjelas

kembali  posita-posita  yang  telah  termuat  dalam  gugatan  cerai  Penggugat.

Perubahan gugatan tersebut  secara nyata  menurut  pendapat  Majelis  Hakim

tidak berakibat  pada  kerugian  Tergugat  secara  langsung  meskipun diajukan

sebelum jawaban dan tanpa dihadiri oleh Tergugat dalam sidang. Oleh karena

itu,  terhadap  perubahan  gugatan  tersebut  dapat  dibenarkan  sebagaimana
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maksud Pasal 127 Rv, selanjutnya perubahan gugatan (in casu  cerai gugat)

akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  mengajukan  gugatan  cerai  terhadap

Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga

Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sejak 2005 disebabkan  oleh

Tergugat  melakukan  tindak  kekerasan  yaitu  menganiaya  Penggugat  sampai

lebam  dan  luka  disebabkan  kerena  Tergugat  cemburu,  Tergugat  menjalin

hubungan dengan perempuan bernama XXX hingga menikah;

Menimbang, bahwa pokok gugatan tersebut menunjukkan bahwa secara

normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf

(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hukum Islam, yaitu  antara suami dan istri  terus menerus terjadi perselisihan

dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

tangga;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini  tanpa dihadiri

pihak  Tergugat  di  persidangan,  akan  tetapi  karena  terkait  dalam  bidang

perceraian,  maka  sesuai  prinsip  dan  asas  yang  terdapat  dalam penjelasan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e) maka Majelis Hakim

berpendapat bahwa dalil-dalil  yang menjadi  dasar gugatan Penggugat harus

terlebih  dahulu  dibuktikan  oleh  Penggugat  yang  selaras  dengan  ketentuan

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu

putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

berdasarkan  hukum  dan  beralasan,  oleh  karena  itu  Majelis  membebani

Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya

Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, dan P.2  serta menghadirkan 2

(dua) orang saksi;

Menimbang,  bahwa  terhadap alat  bukti  surat yaitu  bukti  P.1,  dan P.2

bermaterai  cukup,  telah  dicocokkan  dan  sesuai  dengan  aslinya,  sehingga

Majelis  Hakim  menilai  alat  bukti  surat  tersebut  sah  sebagai  alat  bukti

berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan  Pasal 3

ayat (1) huruf a dan b, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun
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2020 tentang Bea Materai jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun  2000  tentang  Perubahan  Tarif  Bea  Materai  dan  Besarnya  Batas

Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang,  bahwa  alat  bukti  P.1,  dan  P.2  tersebut  merupakan  akta

autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak

dibantah, maka nilai  kekuatan pembuktiannya adalah bersifat  sempurna dan

mengikat berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan

Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi sah dari Kartu Tanda

Penduduk atas nama Penggugat, akta autentik tersebut isinya menerangkan

bahwa Penggugat tercatat sebagai Warga Negara Indonesia beragama Islam

yang  tercatat  sebagai  penduduk  di  Kabupaten  Halmahera  Utara,  Provinsi

Maluku  Utara.  Dengan  demikian,  Majelis  Hakim  menyimpulkan  bahwa

Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di

Tobelo, oleh karenanya sesuai  ketentuan Pasal  73 ayat  (1) Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  yang  telah  diubah  dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang

Nomor  50  Tahun  2009,  Pengadilan  Agama  Morotai  berwenang  memeriksa

perkara a quo;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  telah  mengajukan  bukti  P.2  berupa

fotokopi  duplikat  Kutipan  Akta  Nikah  yang  dikeluarkan  oleh  Pejabat  yang

berwenang  sebagai  akta  autentik,  bermaterai  cukup,  telah  dicap  pos

(nazegelen)  dan  sesuai  dengan  aslinya,  maka  alat  bukti  tersebut  telah

memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah

menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2001, relevan dengan dalil

yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

 Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan

terbukti  bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri  sah, menikah

pada tanggal 26 Agustus 2001, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)

Kompilasi  Hukum  Islam  oleh  karena  itu  Penggugat  memiliki  legal  standing

dalam perkara ini;;

Halaman 9 / 15 Putusan Nomor 179/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat didasarkan pada Pasal 19

huruf  (f)  Peraturan Pemerintah  Nomor  9  Tahun 1975 jo.Pasal  116  huruf  (f)

Kompilasi  Hukum Islam,  oleh  karenaya  perlu  mendengar  keterangan  saksi-

saksi dari  pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak

berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  juga  telah  mengajukan  saksi-saksi,

keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam

duduk perkara;

Menimbang,  bahwa  saksi-saksi  yang  diajukan  oleh  Penggugat  telah

memenuhi syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di

bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang,  bahwa kedua  saksi  tersebut  adalah  orang  dewasa  yang

memberikan keterangan secara  terpisah di  bawah sumpah di  muka sidang,

sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal  175 RBg,

Pasal  171  ayat  (1)  RBg  dan  Pasal  172  ayat  (1)  RBg  Jo. Pasal  1911

KUHPerdata,  begitupula  saksi-saksi  Penggugat  tersebut,  telah  memenuhi

kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana ketentuan Pasal

22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum

Islam;

 Menimbang,  bahwa  kedua  saksi  Penggugat  tersebut  adalah  orang

dewasa yang memberikan  keterangan  secara  terpisah  di  bawah sumpah di

muka  sidang,  isi  keterangan  keempat  saksi  adalah  fakta  yang  dilihat  atau

didengar sendiri  oleh para saksi  dan keterangan ketiga saksi  secara materil

saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak

dibuktikan oleh Penggugat dan Tergugat serta tidak ada halangan diterimanya

kesaksian  para  saksi  tersebut,  maka  kedua  saksi  tersebut  telah  memenuhi

syarat formil dan materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal  308 RBg dan

Pasal 309 RBg, dan saling bersesuaian satu sama lain  sehingga keterangan

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat

bukti;
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Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis

dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum

yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak; 

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak

sejak Agustus 2017 sampai sekarang sudah berjalan 5 tahun 2 bulan;

4. Bahwa  perpisahan  tempat  tinggal  tersebut  terjadi  akibat  dari  sering

terjadinya  pertengkaran  yang  disebabkan  sejak  2005  disebabkan  oleh

Tergugat melakukan tindak kekerasan yaitu menganiyaya Penggugat sampai

lebam dan luka disebabkan kerena  Tergugat  cemburu,  Tergugat  menjalin

hubungan dengan perempuan bernama XXX hingga menikah;

5. Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi

kepada Penggugat

6. Bahwa  telah  dilakukan  upaya  penasihatan  kepada  Penggugat  dan

Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa  telah  diusahakan  perdamaian  agar  Penggugat  dan  Tergugat

dapat rukun lagi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta

tetap  bagi  Majelis  Hakim  dalam  mempertimbangkan  apakah  rumah  tangga

Penggugat  dan  Tergugat  sudah  memenuhi  kategori  rumah  tangga  yang

dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 jo.Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga

yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus

dan tidak ada jalan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama

sudah mengindikasikan terjadinya disharmoni dalam hubungan Penggugat dan

Tergugat sebagai suami istri. Dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami

maupun  istri  akan  selalu  berusaha  bersama  untuk  saling  mendampingi

pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat

atau sakit. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan

pisah  tempat  tinggal  Penggugat  dengan  Tergugat  tetap  berlangsung  seperti
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sekarang  tidak  akan  memberi  arti  positif  dalam  upaya  mengakhiri  atau

mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk

mempertahankan  rumah  tangganya  dan  lebih  memilih  untuk  bercerai,  telah

nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak

berhasil  mendorong  Penggugat  dan  Tergugat  untuk  dapat  hidup  rukun  lagi,

maka  telah  cukup  bagi  Majelis  Hakim  menyatakan  bahwa  Penggugat  dan

Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut,  maka

secara  normatif  alasan  perceraian  yang  diajukan  Penggugat  telah  terbukti

memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Nomor  9  Tahun 1975 jo.  Pasal  116 huruf  (f)  Kompilasi  Hukum Islam,  yaitu

bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami istri

terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran,  secara  terus-menerus,  dan  tidak  ada

jalan lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang,  bahwa  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  rumah  tangga

Penggugat telah terjadi disharmoni yang sulit untuk dirukunkan kembali yang

tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah

tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh

karena  itu,  membiarkan  hubungan  perkawinan  Penggugat  dengan  Tergugat

terus  berlangsung  demikian  sudah  tidak  memberi  harapan  mashlahah,

sebaliknya  justeru  dapat  mendatangkan  mafsadat  baik  kepada  Penggugat,

Tergugat, maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti

berpisah tempat tinggal, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung

Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan,  “Suami istri yang

tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali,

maka  rumah tangga  tersebut  retak  dan  pecah  dan  telah  memenuhi  alasan

cerai”;

Menimbang,  bahwa  Majelis  mengutip  Kitab  Fiqhus  Sunnah  Juz  II

halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim

yang berbunyi sebagai berikut; 
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اضرار             بها الزوج اضرار ادعت اذاي التفرق القاضى من تطلب ان للزوجة ان

الصلح         ...     عن القاضى عجزي و امثالها بين ة لعثر ا دوام معه يستطاع ل

بائنة    طلقة طلقها  بينهما

Artinya:  Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk

diceraikan  dari  suaminya  dengan  alasan  apabila  ternyata  di  dalam

perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri  tersebut di

atas  sudah  tidak  mampu lagi  untuk  mempertahankan  kelangsungan

rumah  tangga  mereka  dan  hakim  sudah  tidak  dapat  mendamaikan

suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan

talak satu bain; 

Menimbang,  bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut

diatas  dan  apabila  ketidakhadiran  Tergugat  tersebut  dihubungkan  dengan

gugatan Penggugat yang sangat beralasan dan berdasar pada hukum, maka

sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim berkesimpulan sudah sepatutnya

gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak

satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ; 

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama

Morotai adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa

iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat),  tetapi  keduanya

boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pasal  89  ayat  (1)  Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009

semua  biaya  perkara  bidang  perkawinan  dibebankan  kepada  Penggugat,

namun  oleh  karena  Penggugat  dalam  gugatanya  juga  bermohon  agar

dibebaskan  dari  pembebanan  biaya  perkara  (prodeo)  karena  Penggugat

termasuk  orang  yang  tidak  mampu  secara  ekonom  telah  dikabulkan

berdasarkan  Penetapan  Nomor  XXX/Pdt.G/2022/PA.MORTB,  tanggal  10

Oktober 2022, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA

Pengadilan Agama Morotai tahun 2022;
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Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan  Agama sebagaimana  yang  telah  diubah  dengan  Undang  Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50

Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta  hukum syara’

yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan  talak  satu  bain  sughro  Tergugat  (TERGUGAT)  terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan  biaya  perkara  ini  kepada  Negara  melalui  DIPA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Tahun Anggaran 2022;

Demikian  putusan  ini  dijatuhkan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim

Pengadilan Agama Morotai  pada Kamis tanggal  03 November  2022 Masehi

bertepatan dengan tanggal 8 Rabi’ul Akhir 1444  Hijriyah oleh  Fahri Latukau,

S.H.I sebagai Ketua Majelis,  Ifa Latifa Fitriani, S.H.I.,M.H. dan Ardhian Wahyu

Firmansyah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

diucapkan pada hari  itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis  beserta  Hakim-Hakim Anggota  tersebut  dan didampingi  oleh  Ruslan

Lumaela,  S.H.  sebagai  Panitera  Pengganti,  dengan dihadiri  oleh Penggugat

tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Ifa Latifa Fitriani, S.H.I.,M.H. Fahri Latukau, S.H.I
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Hakim Anggota,

Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I 

Panitera Pengganti,

Ruslan Lumaela, S.H.

Perincian biaya Perkara:

1. Biaya Pemberkasan/ATK : Rp. 0,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 0,-
3. Meterai : Rp. 0,-

Jumlah : Rp. 0,-
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